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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOGOR,

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai
kehidupan dalam masyarakat perlu adanya
peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada
di Desa dan Kelurahan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97

dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 dan
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk
Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan;

c. bahwa ...



Mengingat

C.

1.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang ...



-3-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4106);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2006 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi
Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2001 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2003 Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 24);

18. Peraturan ...
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18.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 7);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 24);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 25);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor
10);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan ...



